
• 

WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR: 1 6  TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KOTA PALOPO TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 346 ayat (1) dan 
Pasal 355 ayat (1 )  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pemb�unan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 
Palopo Tahun 2020. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4248); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaari ,-l!e!'.Ilbangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 )  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;  

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tenta.ng 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 310) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011  
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15  Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 927 ) ; 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312 ) ;  

23 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nemer 1 1 1 4 ) ;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 



Menetapkan 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
590); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2008, tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 

27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38 
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 38); 

28. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012-2032 
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 9); 

29. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 1  Tahun 2013 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 
2013 Nomor 1 1 ) ;  

30. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo 
(Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8); 

3 1 .  Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Palopo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palopo 
Tahun 2019 Nomor 1 ) .  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO 

TAHUN2020 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota Palopo ini, yang dimaksud dengan: 

1 .  Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom; 

2. Walikota adalah Walikota Palopo; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kota Palopo yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan; 



5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun; 

6. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 
selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan 
dokumen Perencanaan Daerah Kota Palopo Tahun 2020; 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo yang 
selanjutnya disingkat APBD Kota Palopo adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan PERDA. 

BABII 

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 

Pasal 2 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palopo 
Tahun 2020 disajikan dengan Sistematika yang menuat: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi daerah; 

c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah; 

d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

e. rencana kerja dan pendanaan daerah; 

f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan paerah; 

g. penutup. 

Pasal 3 

( 1 )  Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan 
APBD Kota Palopo pada Tahun Anggaran 2020; 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  bertujuan 
mewujudkan Visi, Misi, dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Pemerintah Kota Palopo Tahun 2018- 
2023 . 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 merupakan dasar 
Perumusan Kebijakan Strategis Pemerintah Kota Palopo. 

Pasal 5 

Uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang 
dalam Naskah Perubahan RKPD Kota Palopo Tahun 2020 
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
W alikota ini. 



BAB III 

PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal, 24 A g u s t u s  2020  

Diundangkan di Palopo 
pada tanggal 24 Agust .us 2020 

S KRETARIS DAERAH, 

___., 

FIRMANZADP 

DERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 16  

.  JUDAS AMIR 



BAB VI 

PENUTUP 

Perubahan Rencana Kerja Pemerinlah Daerah [RKPD} Kola Palopo 
tahun 2020 disusun dengan memperhatikan amanat UU Nomor 25 tahun 
2004 tenlang Sislem Perencanaan Pembangunan Nasional don 
mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian don Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah don Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Perubahan RKPD Kola Palopo merupakan penjabaran don 
operasionalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
[RPJMD} Kola Palopo Tahun 2018-2023 dengan memperhalikan hasil 
evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD Tahun Berjalan. Lebih lanjul 
penyusunan dokumen Perubahan RKPD ini dimaksudkan sebagai pedoman 
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Perubahan (RAPBD-P) Kola Palopo tahun 2020. 

Secora substanti!, Perubahan RKPD Kola Palopo tahun 2020 
menguraikan tentang : 
l . Penetapan arah kebijakan, prioritos pembangunan, plafon anggaran 

Perangkat Daerah (PD} ; 
2. Prioritas kegiatan yang direncanakan dilaksanakan Perangkat Daerah 

sampai dengan akhir tahun 2020 ; 
3. Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan, 

penambahan kegiatan baru/kegiatan alternati!, penambahan atau 
pengurangan target kinerja don pagu kegiatan. serta perubahan lokasi 
don kelompok sasaran kegiatan. 

4. Oplimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan kewenangan sesuai dengan Peraluran Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi don Pemerinlah Daerah 
Kab/kola sesuai dengan tugas don fungsi PD berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah; 

5. Sinergi, sinkronisasi don integrasi pencapaian sasaran don prioritos 
program pembangunan nasional (pusat) don regional [Sulawesi 
Selatan); 

Dengan dokumen Perubahan RKPD Kola Palopo tahun 2020 
diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi pemangku 
kepentingan dalam hal ini pelaksana pembangunan daerah untuk 
mempedomani don melaksanakannya sehingga misi, tujuan don sasaran 
pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal yang akhimya visi 
Pemerinlah Daerah Kola Palopo terealisasi dengan baik. 
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WALIKOTA PALOPO 

M. JUDAS AMIR 

Bab VI H a l l  D  Kolo Palop Tahun 2020 


